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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan

teknologi infomasi, penerapafl sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas

keuangan daerah. Jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner pada organisasi

perangkat daerah Kabupaten Muara Enim diolah menggun akan eviews I 0 . Metode analisis

yang digunakan adalah analisis linier berganda. Populasi dalam penelitian ini sebanyak i9
dinas dan sampel penelitian ini terdiri dari 55 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

akuntabilitas keuangan daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem

akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

keuangan daerah.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intem, Pemanfaatan Teknologi In{ormasi, Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah, Alontabilitas Keuangan Daerah
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The Effect Of Internal Control System, Utilization Of Information

Technology, Application Of Regionat f inancial Accounting Systems On The

Financial Accountability Of The Regional Government

Of Muara Enim Regency

ABSTRACT

This research aimed to examining the system intemal control, utilization technology

information, application system accountancy finance a.rea to accountability finance area.

This type of quantitative research was conducted in Muara Enim Regency. This research

also uses primary data obtained llom the results of questionnaires on regional apparatus

organizations in Muara Enim Regency processed using eviewsl0. The analytical method ,
used is multiple linear analysis. The population in this research were 19 department and the

research sample consisted of 55 respondents. The research provides the resuits that intemal

control system has a negative and significant effect on regional financial accountability,

meanwhile utilization technology information and system accountancy finance area

influential positive and significant to accountability finance area.

Kqtwords .. Intemal Control System, Utilization Technology Information, Regional
Financial Accounting System, Regional Financial Accountability
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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Setiap bangsa di zaman perubahan membutuhkan apa yang sering disebut 

dengan good governance . Melalui otonomi daerah, kebijakan nasional dalam 

berbagai ranah, seperti pengelolaan keuangan daerah, diterjemahkan ke dalam 

kebijakan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menegakkan 

kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan pelaksanaan otonomi 

daerah termasuk dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah, kecuali daerah yang tidak berwenang. 

Mengingat keuangan pemerintah daerah akan menciptakan pemerintahan yang 

transparan dan lebih akuntabel. 

 Aturan pemerintah akan memastikan bahwa ketentuan yang memadai 

dibuat untuk dana bagi hasil. Saat memutuskan seberapa besar kekuasaan yang akan 

disediakan untuk setiap daerah, anggaran nasional dan daerah harus 

dipertimbangkan. Reformasi telah dilaksanakan di Indonesia untuk menuju era 

yang lebih transparan dan akuntabel. Pelaksanaan APBN dan APBD secara historis 

hanya akan menghasilkan laporan keuangan berdasarkan laporan realisasi 

anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan telah menyebabkan 

peningkatan kualitas laporan keuangan yang disampaikan kepada pemerintah 

daerah. 
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 Laporan keuangan yang disampaikan kepada legislatif wajib diaudit oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan UU No. 

17 Tahun 2003. Pemeriksaan BPK yang bersangkutan dilakukan dalam rangka 

pemberian pendapat (Opinion) , sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. Laporan keuangan perlu memiliki kriteria yang dapat diterima, 

seperti relevansi nilai, ketergantungan, keterbandingan, dan pemahaman, agar 

dianggap berkualitas tinggi ( Harmawati , 2016). Untuk memastikan transparansi 

dan akuntabilitas dana publik, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi 

keempat persyaratan tersebut. BPK menjatuhkan empat putusan berbeda: Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Adil (TP), 

dan Surat Pernyataan Menolak Putusan atau Tidak Putusan (TMP). 

 Berdasarkan temuan audit BPK terhadap LKP di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Muara Enim , laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan tren 

positif yang meningkat dari tahun 2010 hingga 2021. Semakin tingginya kualitas 

data yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah tercermin dari pergeseran 

pemikiran tersebut. . Artinya, masyarakat kini lebih percaya pada keterbukaan data 

sebagai dasar akuntabilitas keuangan daerah. Artinya, ketersediaan informasi 

publik yang akurat dan terpercaya dapat mempengaruhi akuntabilitas. Tabel di 

bawah ini menampilkan revisi penilaian BPK terhadap LKPD: 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Opini BPK terhadap LKPD di Lingkup Muara Enim 

TIDAK TAHUN 

HASIL PEMERIKSAAN 

KABUPATEN MUARA ENIM 

Opini Pak Tspi 

1 2010 WDP 9 

2 2011 WDP 10 

3 2012 WDP 7 

4 2013 WTP-DPP 7 

5 2014 WTP 11 

6 2015 WTP 3 

7 2016 WTP 5 

8 2017 WTP 5 

9 2018 WTP 5 

10 2019 WTP 3 

11 2020 WTP 6 

12 2021 WTP 3 

       Sumber: Laporan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2010-2021 

 Berdasarkan Tabel 1.1, hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemerintah 

Kabupaten Muara Enim menunjukkan hasil Wajar dengan Pengecualian (WDP) 

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan pemerintah daerah mampu 

menaikkan opini dari Pengecualian Wajar ( WDP) menjadi Wajar Tanpa 

Pengecualian. (WTP) pada tahun 2013, meskipun masih memiliki paragraf 

penjelas. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapatkan predikat “Wajar Tanpa 

Pengecualian” dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. (WTP). Jika 

membandingkan tahun-tahun penerimaan opini audit WTP dan opini audit WDP, 

terlihat bahwa opini audit WTP lebih sering diperoleh. Munculnya masalah ini 

menunjukkan bahwa standar pemeriksaan tidak berjalan seperti yang diharapkan. 

Jika hasilnya sedang-sedang saja, Pemkab Muara Enim mungkin bisa mendapatkan 
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opini WTP. Mungkin ada unsur-unsur selain temuan audit yang mempengaruhi 

opini audit, sehingga wajar jika temuannya sedikit atau sedikit tetapi tetap tidak ada 

opini WTP. 

 Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) daerah layak untuk ditelaah 

lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Muara Enim , misalnya, telah mendapatkan 

beberapa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pemerintah juga tidak 

luput dari korupsi dan kecurangan. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Kepala 

BPK RI, penilaian Anda terhadap laporan keuangan tidak dapat memastikan bahwa 

korupsi tidak ada di pemerintah daerah ( Pajrin , 2019). Misalnya, pemerintah 

Muara Enim telah memberikan opini WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut. 

Namun, ada bukti-bukti kecurangan yang merugikan negara, sehingga tetap 

diperiksa dan ditangani. 

 Laporan keuangan World Trust Project (WTP) seharusnya menunjukkan 

bahwa pemerintah telah efisien dan transparan. Namun, hal itu tampaknya menjadi 

ajang pamer prestasi pejabat pemerintah pusat dan daerah. Opini Audit WTP 

berguna untuk mengevaluasi laporan keuangan pemerintah meskipun tidak 

diamanatkan oleh undang-undang. Kejadian-kejadian ini memotivasi penulis untuk 

menyelidiki lebih lanjut. Jika laporan keuangan pemerintah diberi opini WTP 

(WTP), masyarakat lebih cenderung menerima data yang disajikannya. Meskipun 

kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai lembaga pengelola aset daerah 

dapat diuji, kepercayaan tersebut akan diuji jika opini audit tetap dalam bentuk 

WDP (memenuhi syarat dengan pengecualian) atau pandangan audit yang tidak 
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wajar lainnya selama tahun anggaran berjalan. Fenomena pemerintah daerah yang 

terdorong untuk mendapatkan Opini WTP dari BPK, karena penilaian tersebut 

cenderung melambangkan legitimasi suatu yurisdiksi di mata konstituennya. 

 Transparansi dan akuntabilitas telah menjadi bagian dari reformasi 

administrasi keuangan publik di Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan disahkannya 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang 

mengamanatkan bahwa semua lembaga pemerintah pusat dan daerah bertanggung 

jawab kepada DPR/DPRD atas semua dana yang digunakan untuk melaksanakan 

APBN/APBD. Sebagai sarana pemberian informasi yang tidak mencakup kegiatan 

kinerja pemerintah kepada pihak yang berkepentingan, laporan keuangan yang 

disusun dalam rangka pemerintahan menuju pertanggungjawaban keuangan dapat 

dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD di masa 

lalu. . Pemerintah daerah harus meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan 

untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelaksanaan tanggung jawab keuangan. 

Daerah mewajibkan pemerintah daerahnya untuk melaporkan kinerja pemerintah 

daerah secara horizontal kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas horizontal , 

selain secara vertikal kepada pemerintah atasannya. 

 Istilah "pertanggungjawaban keuangan" mengacu pada kebutuhan untuk 

bertindak secara sah dan etis sehubungan dengan urusan keuangan seseorang. Uang 

yang diterima, disimpan, dan didistribusikan oleh lembaga pemerintah menjadi 

subjek pertanggungjawaban ini, yang didasarkan pada laporan keuangan dan 

peraturan perundang-undangan yang relevan (LAN dan BPKP, 2000). Publik perlu 
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mengetahui apakah pemerintah telah berfungsi secara ekonomi, efisien, dan 

berhasil melalui pembacaan laporan hasil inisiatif pemerintah. Bukti akuntabilitas 

keuangan pemerintah daerah dan apakah mereka sejalan atau tidak dengan norma 

yang berlaku. 

 Selain diwajibkan oleh undang-undang, laporan keuangan juga harus 

bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal 

( Harmawati , 2016). Akuntabilitas wali amanat adalah kewajiban pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan tindakannya dan tindakan agen serta karyawannya 

kepada penerima manfaat dari kepercayaan yang memiliki hak untuk meminta 

informasi tersebut ( Harmawati , 2016). 

 Kebutuhan untuk menyediakan laporan keuangan pemerintah yang dapat 

dipercaya paling baik diilustrasikan oleh Stewardship Theory. Masyarakat berperan 

sebagai principal, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai steward, dalam 

filosofi stewardship administrasi pemerintahan. Kepala sekolah menemukan lebih 

banyak tantangan untuk melaksanakan tugas mereka sendiri sebagai akibat dari 

tuntutan akuntabilitas yang meningkat dari administrasi sektor publik. Oleh karena 

itu, penting untuk membagi kepemilikan dari manajemen. Sebagai akibat langsung 

dari kendala pemimpin daerah sendiri, kewajiban pengelolaan sumber daya akan 

didistribusikan. 

 Menurut Stewardship Theory , persetujuan publik atas akuntabilitas fiskal 

pemerintah berdampak signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah tersebut 

(Ahmad, 2019). Menurut pandangan ini, administrasi kotamadya harus 
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memprioritaskan pembentukan mekanisme yang kuat untuk menghitung dana 

publik. Sistem pengendalian internal adalah prosedur yang dipengaruhi oleh dewan 

direksi, manajemen, dan pekerja yang dimaksudkan untuk menawarkan jaminan 

yang wajar bahwa bisnis akan mencapai tujuannya dan mematuhi semua 

persyaratan hukum dan peraturan yang relevan (Indria Nurani, 2018 ) . Sebagai 

sarana untuk mengarahkan tindakan warga dan tenaga kerjanya, pemerintah juga 

harus menggunakan instrumen kontrol. 

 Jaminan yang cukup bahwa tujuan akan terpenuhi telah disediakan oleh 

sistem pengendalian internal. Investigasi Andika Elis Saputra (2018) menunjukkan 

bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

tanggung jawab keuangan. Sistem pengendalian internal secara positif 

mempengaruhi tanggung jawab keuangan, seperti yang ditunjukkan oleh studi oleh 

Babatude dan Shakirat Adepju (2013) dan Eka Suprihastini (2017). Salah satu 

tujuan utama dari reformasi pemerintahan adalah untuk meningkatkan tata kelola , 

dan penggunaan TI dalam administrasi pemerintahan, pelayanan, dan 

pembangunan merupakan komponen kunci dari perbaikan ini ( Ratna Indah, 2017). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riadul Jannah dkk . (2018), menerapkan 

solusi TI secara signifikan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas manajemen 

keuangan. 

 Banyak penelitian terdahulu yang mendefinisikan akuntansi keuangan 

daerah sebagai suatu sistem pencatatan, pengkategorian, analisis, dan 

pengikhtisaran transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya 
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dalam rangka pelaksanaan APBD, semuanya menurut standar akuntansi yang 

berlaku umum. Sistem akuntansi keuangan daerah dikaji oleh Eka Suprihastini 

(2017) sebagai variabel independen yang menuntut akuntabilitas keuangan untuk 

meningkatkan kualitas keuangan pemerintah dan pengelolaan keuangan. 

Sedangkan As Syifa Nurillah (2014) menemukan bahwa akuntansi keuangan 

daerah meningkatkan transparansi dan tanggung jawab keuangan pemerintah 

daerah. 

 Tata kelola yang baik di sektor publik merupakan hasil dari tanggung jawab 

keuangan daerah yang kuat. Pengawasan keuangan dan anggaran di tingkat kota 

sangat penting mengingat perkembangan terakhir di sektor publik. Tingkat 

signifikansi yang berbeda ditemukan pada penelitian sebelumnya untuk berbagai 

variabel karakteristik akuntabilitas keuangan, dan studi akuntabilitas keuangan 

daerah yang dilakukan di Indonesia relatif sedikit. Yang menarik untuk penelitian 

tambahan tentang unsur-unsur yang berdampak pada tanggung jawab keuangan 

pemerintah daerah adalah jumlah penelitian yang sedikit dan ketidaksesuaian dalam 

kesimpulan penelitian tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa Sistem 

Pengendalian Internal, komponen lain yang dapat mempengaruhi tanggung jawab 

keuangan, adalah penting. Studi sebelumnya hanya menunjukkan jika tanggung 

jawab fiskal mempengaruhi pemerintah kota. 

 Sehubungan dengan pengakuan Kabupaten Muara Enim sebagai 

Pemerintah Daerah “Adil Dengan Pengecualian” untuk periode 2010–2012, 

peneliti melakukan studi di sana (WDP). Kedua, penemuan besar/tinggi, namun 
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pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim diberikan status WTP. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim tidak akuntabel 

secara memadai dalam hal integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari sistem pengendalian 

intern yang kurang efektif, penggunaan teknologi informasi yang kurang optimal. , 

dan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak dapat diandalkan. 

 Penulis tertarik dengan fenomena ini karena ingin mempelajari lebih jauh 

keterkaitan antara internal control, IT, dan transparansi dan akuntabilitas keuangan 

Kabupaten Muara Enim . Penelitian mereka yang berjudul Pengaruh Pengendalian 

Internal, Penggunaan IT, dan Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Kota di Kabupaten Muara Enim , bertujuan untuk 

melakukan hal tersebut. Administrasi kota Kabupaten Muara Enim dianalisis 

sebagai bagian dari penelitian ini. 

 

1.2 Perumusan Masalah h 

 Masalah berikut muncul dari penelitian ini berdasarkan fenomena yang 

digunakan dalam latar belakang penyelidikan: 

1. Bagaimana sistem pengendalian intern mempengaruhi akuntabilitas keuangan 

daerah? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah? 
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3. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi 

akuntabilitas keuangan daerah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian b 

 Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini berdasarkan uraian masalah di 

atas: 

1. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah. 

2. Menganalisis penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan 

daerah. 

3. Menganalisis penerapan pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap 

pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian n 

 Keuntungan teoretis dan praktis dari penelitian ini dirinci sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, sistem pengendalian internal, IT, dan penerapan sistem 

akuntansi pemerintah daerah semuanya dapat berdampak signifikan terhadap 

transparansi moneter, sehingga mengutip studi yang relevan adalah ide yang 

bagus. Penulis mengungkapkan optimisme bahwa lebih banyak studi akan 

memberikan hasil yang bermanfaat. 

2. Secara praktis, akuntabilitas keuangan dapat dipengaruhi oleh sistem 

pengendalian intern, IT, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, 
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yang kesemuanya dapat menjadi acuan dokumen ini bagi Pemerintah 

Kabupaten Muara Enim . Bangunan dan infrastruktur lainnya dapat membantu 

membuka jalan bagi pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. 

Menyumbang ide untuk meningkatkan tanggung jawab keuangan daerah 

kepada entitas pemerintah di tingkat daerah. 
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